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Penjatuhan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak 
pidana dan sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada. 
Dan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah mempertimbangkan unsur-
unsur obyektif yang tidak bersifat emosi semata. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pertimbangan 
Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan anak berdasarkan 
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tgl serta dapat mengetahui dan menganalisa 
pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak berdasarkan Putusan 
Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tgl. 
Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustkaan  sedangkan pendekatan 
yang digunakan adalah yuridis normatif, teknik pengmpulan datanya melalui 
bahan hukum primer dan sekunder Serta dianalisis mengunakan metode secara 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana dengan memperhatikan faktor yuridis 
dan non yuridis berupa fakta-fakta hukum tidak menyalahi aturan dan terbukti 
secara sah bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan cabul. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 









A fall is an attempt to provide guidance to the perpetrators of a criminal 
offense and as an effort to protect victims from existing criminal acts. And judges 
in passing a decision must consider objective elements that are not merely 
emotional, 
This study aims to determine and analyze the Judges' Considerations in 
deciding cases of child molestation based on Decision Number 
95/Pid.Sus/2019/PN Tgl and can find out and analyze the punishment of child 
molestors based on Decision Number 95/Pid.Sus/2019/PN Tgl. 
This type of research uses a library research while the approach used is 
normative juridical, data collection techniques through primary and secondary 
legal materials and analyzed using qualitative methods. 
The results of this study indicate that the judge's judgment in imposing a 
sentence in the form of criminal sanctions by observing juridical and non-juridical 
factors in the form of legal facts does not violate the rules and is legally proven 
that the defendant is guilty of committing obscene acts. 
Based on the results of this study, it is expected that it will be an 
information and input material for scholar, academics, practitioners, and all 
parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 
 









Visi tanpa tindakan adalah lamunan 
Tindakan tanpa visi adalah mimpi buruk  
  
Kesuksesan bukan dilihat dari hasilnya, Tapi dilihat dari prosesnya. Karena hasil 
dapat direkayasa dan dibeli, Sedangkan proses selalu jujur menggambarkan siapa 
diri kita sebenarnya  
  
Hikmah  Tuhan menciptakan dunia agar segala sesuatu yang ada dalam 
pengetahuan-Nya menjadi tersingkap. (Jalaludin Rumi)  
 
Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-
Nya. Barang siapa yang mendapatkan hikmah itu sesungguhnya ia telah kebajikan 
yang banyak. Dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang 
berakal. (Q.S Al-Baqarah: 269) 
 
Dan bahwasanya setiap manusia itu tidak akan memperoleh (hasil) selain 
apa yang telah diusahakan. (Q.S Al-Baqarah: 39) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,kecuali jika 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berdasarkan pada 
hukum, yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Hal 
ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana 
berbunyi ”Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasar 
atas kekuasaan belaka (Machtstaate)”. Dan “Pemerintahan Indonesia berdasar 
atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan 
yang tidak terbatas)”. Hal ini sudah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 
1945 Amandemen ke-3 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: ”Negara Indonesia 
adalah negara hukum”. Selain itu, tertegas pula dalam idealisme negara kita 
bahwa Pancasila adalah sebagai sistem hukum. Di mana ia merupakan 
sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di 
dalam sistem atau tata hukum Indonesia. Pada intinya, Pancasila bertujuan 
untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta 
kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa dan negara. Begitu jelas 
pernyataanpernyataan itu tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 
1945, sehingga telah nyata juga adanya batasan-batasan mengenai bentuk 
dasar dan sistem Negara Indonesia.
1
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Adanya upaya pembentukan hukum di negara kita adalah merupakan 
bagian dari upaya pembangunan nasional. Secara sederhana, dapat dikatakan 
bahwa pembangunan adalah suatu proses yang di alami oleh masyarakat 
menuju kehidupan yang lebih baik. Untuk dapat mencapai suatu sasaran yang 
diharapkan dari proses pembangunan, maka pada umumnya kegiatan 
pembangunan haruslah terencana, terpadu, dan terarah. 
Sejalan dengan hal itu, orang pun banyak berpendapat bahwa masa 
kini adalah hasil komulatif serta kesinambungan dari masa yang telah lalu dan 
upaya bersama suatu bangsa pada masa kini melalui suatu perubahan sosial 
dan budaya yang direncanakan demi pelaksanaan pembangunan.
2
  
Dalam kaitannya dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan di 
Indonesia, maka di usahakan agar pembangunan tersebut mencakup aspek 
aspek materiil dan spiritual dari kehidupan masyarakat, yang mana meliputi 
bidang-bidang karya, cipta, dan rasa. Selain itu, pembangunan juga tidak bisa 
dilepaskan kaitannya dengan bidang hukum yang merupakan salah satu 
sarana untuk menjaga keserasian, keutuhan serta pembaharuan masyarakat. 
Ketertiban dan integrasi melalui hukum merupakan unsur yang esensial bagi 
setiap bentuk kehidupan politik yang terorganisir, sebab negara merupakan 
salah satu lembaga yang memiliki fungsi utama untuk memenuhi cita-cita 
tersebut. Selain itu, adanya pembangunan nasional tidak bisa terlepas dari 
partisipasi masyarakat Indonesia seluruhnya. 
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Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), 
perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin 
kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya 
ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan 
sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari 




“Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai 
penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan 
terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia itu 
sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang berlaku biasanya oleh 
masyarakat umum dinilai sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup 
hukum pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala 
sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan 
oleh negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat 
dicegah dan dikurangi akan tetapi sulit diberantas secara tuntas”.4 
Kejahatan yang dihadapi oleh manusia mengakibatkan masalah yang 
dihadapi oleh manusia menjadi datang silih berganti, sehingga dapatlah 
dikatakan bahwa hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang 
kehilangan arah dan tujuan di mana manusia mempunyai ambisi, keinginan 
dan tuntutan yang dibalut oleh nafsu. Akan tetapi, karena hasrat yang 
berlebihan gagal dikendalikan dan di didik, maka mengakibatkan masalah 
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yang dihadapinya semakin bertambah banyak dan beragam. Kejahatan yang 
terjadi dewasa ini bukan hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan 
harta benda saja, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin 
meningkat jumlahnya. Dalam hal kesusilaan, sering terjadi pada suatu krisis 
sosial di mana keadaan tersebut tak bisa lepas dari peranan kaidah sosial yang 
ada. 
Anak-anak dan kaum perempuan sangatlah rawan menjadi korban dari 
kejahatan. Berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup untuk 
mengaktualkan, merekontruksi, menginterprestasi dan memberdayakan hak-
hak anak dan perempuan pada khususnya. Hak-hak anak dan wanita menjadi 
obyek pembahasan seiring dengan beragam persoalan sensitif yang melanda 
kaum anak dan perempuan tersebut. Dalam hal anak yang menjadi korban 
dari adanya tindak pidana yang terjadi maka dapatlah dipastikan bahwa dalam 
hal ini terjadi pelanggaran atas hak-hak anak, sehingga anak-anak menjadi 
kehilangan hak-hak yang seharusnya dinikmatinya. Masa anak-anak adalah 
masa di mana seorang anak mulai mengenal kehidupan, masa di mana terjadi 
proses pematangan fisik, kecerdasan, emosional, dan juga sosial. Masa ini 
juga merupakan masa di mana seorang anak akan melewatkan waktunya 
untuk bermain, belajar dan tumbuh berkembang dengan sehat. Selain itu, 
anak merupakan cikal bakal yang sangat berpotensi untuk di didik menjadi 
manusia dewasa yang berintelektual, handal, kreatif dan produktif. Sebab, 






Menurut hemat penulis, bahwa seorang anak akan menjadi harapan 
penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu 
bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi 
penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga 
akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, 
maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus 
bagi kelangsungan hidup berbangsa. Maka sudah sewajarnya jika seorang 
anak harus diberikan perhatian dan perlindungan khusus. 
Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, 
yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam 
hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, 
jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, 
kekerasan, dan penganiayaan serta perlindungan-perlindungan lain yang 
dapat memacu tumbuh berkembangnya anak secara wajar. 
Sedangkan di bidang kesusilaan, anak-anak dan kaum perempuan 
menjadi obyek pengebirian dan pelecehan dan hak-haknya sedang tidak 
berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural, dan struktural yang 
dibenarkan. Nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang 
dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberikan tempat untuk 
berlaku adidaya. Salah satu langkah antisipasi atas kejahatan tersebut dapat 
memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan 
hukum Dan di upayakan bahwa perilaku yang dinilai telah melanggar hukum 





melalui payung hukum hak-hak anak akan secara nyata dilindungi. Namun, 
perlu diingat juga bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai jalan 
balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu 
upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana dan sebagai upaya 
pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada. Dan hakim dalam 
menjatuhkan suatu putusan haruslah mempertimbangkan unsur-unsur 
obyektif yang tidak bersifat emosi semata. Seperti tujuan pemidanaan dalam 
Pasal 50 RUU KUHP, yakni bahwa suatu pemidanaan dijatuhkan dengan 
tujuan 
1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma 
hukum demi pengayoman negara dan masyarakat; 
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan 
membimbing agar terpidana insyaf dan menjadikannya sebagai anggota 
masyarakat yang berbudi dan berguna; 
3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh terpidana, 
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat; 
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
 
Untuk sanksi pidana dalam kasus perkosaan, dalam KUHP sendiri 
telah diatur yang salah satunya terdapat dalam Pasal 285 KUHP yang 





seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, di ancam karena 
melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 
Dan dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan 
Anak yang berbunyi  
Ayat 1 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta 
rupiah)”.  
Ayat 2 “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain”. 
Dari bunyi pasal-pasal tersebut jelaslah tercantum sanksi pidana atas 
tindak  pidana perkosaan pada anak di bawah umur yang cukup berat. Bahkan 
dalam  ndang-undang Perlindungan Anak, ancaman pidananya lebih berat 
jika dibandingkan dengan ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP. 
Sistem pengancaman pidananya juga menganut sistem ancaman minimum 
khusus dan maksimum khusus, sehingga diharapkan hakim dalam 
menjatuhkan putusan dalam range ancaman maksimum dan minimum khusus 





Menurut Oemar Seno Adji, sebagai seorang hakim dalam memberikan 
putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari 
faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. 
Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang 
sama. Dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya 




Cara penegakan hukum dan sanksi hukum dalam kenyataan sosial dan 
menghukum pelaku tindak pidana sebagai gejala sosial tidak lepas dari 
kenyataan masyarakat. Maka, penegakan hukum pidana merupakan salah satu 
pengendalian terhadap kejahatan yang untuk diberantas atau 
sekurangkurangnya di jaga agar berada dalam batasan tertentu.
6
 Di samping 
hal-hal tersebut yang mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan 
adalah unsur pembuktian dikarenakan unsur vital yang dijadikan bahan 
pertimbangan hakim dalam menentukan berat atau ringannya pemidanaan. 
Namun hal tersebut terkadang dirasa sangatlah sulit oleh hakim terutama 
dalam tindak pidana perkosaan. Sebab seringkali wanita dan anak-anak yang 
menjadi korban tindak pidana perkosaan mengalami trauma yang sangat 
hebat sehingga tidak melaporkan kejadian yang baru dialaminya.  
Hal itu, juga menjadi faktor penghambat dalam proses pemidanaan 
atas tindak pidana perkosaan yang mana korban adalah seorang anak ataupun 
orang yang mempunyai keterbatasan. Selain itu dapat juga dikarenakan 
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adanya ketidaktahuan korban tindak pidana perkosaan itu sendiri atas perilaku 
atau perbuatan pencabulan yang baru dialaminya. Dalam perkara tindak 
pidana perkosaan terhadap anak, hakim mempunyai wewenang untuk 
melaksanakan pengadilan dan wajib memahami akibat yang ditimbulkan 
terhadap anak di bawah umur sebagai korban tindak pidana perkosaan karena 
pada akhirnya suatu putusan hakim dapat memberi pengaruh dan akibat 
positif maupun negatif baik itu bagi pelaku tindak pidana maupun bagi 
korban tindak pidana pemerkosaan tersebut. Dari latar belakang inilah penulis 
sangat tertarik dengan sebuah problematika yang sama maka dari itu penulis 
ingin mencoba membahas sebuah penelitian yang berjudul Pemidanaan 
Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan 
Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2019/ PN Tgl. 
 
B. Rumusan Masalah 
Adanya problematika hukum tersebut telah mendorong semangat 
penulis untuk melakukan penelitian dan kajian hukum dan berdasarkan uraian 
tersebut, terdapat permasalahan yang ada, yaitu : 
1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana 
pencabulan anak terhadap Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tgl? 
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak 







C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan,  
demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian ini yaitu : 
1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa Pertimbangan Hakim dalam 
memutus perkara tindak pidana pencabulan anak berdasarkan Putusan 
Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tgl. 
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa pemidanaan terhadap pelaku 
tindak pidana pencabulan anak berdasarkan Putusan Nomor 
95/Pid.Sus/2019/PN Tgl. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat/kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dibagi 
menjadi dua yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang mana 
sebagai berikut :  
1. Kegunaan Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembang Ilmu Hukum pada umumnya, dan Ilmu 
Hukum Pidana pada khususnya.  
2. Kegunaan Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta 





khususnya kepada para instansi kepolisian dalam menindak lanjuti 
tindak pidana. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian, merupakan prosedur dan teknik untuk menjawab 
permasalahan yang akan dilakukan oleh peneliti, oleh karenanya, penggunaan 
metode penelitian hukum dapaat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian itu 
sendiri. Penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penulis 
mempelajari dan mengkaji berbagai peraturan yang terkait dengan proses dan 
penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, yang 
nantinya diharapkan akan ditemukan sebuah jawaban dari permasalahan yang 
diteliti secara yuridis, dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan, konseptual dan perbandingan. 
Peneitian hukum normatif juga merupakan penelitian hukum doktriner 
dan juga dapat disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. 
Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau 
ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan 
hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi 
dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data 
yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.
7
 
Penelitian ini berangkat dari fakta atau peristiwa bahwa persoalan 
tindak pidana pencabulan dengan korbannya adalah anak. Melalui analisis 
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yang dilakukan peneliti berharap menemukan kejelasan dan pengetahuan 
yang mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti untuk kemudian 
dapat dicarikan  sebuah solusi berdasarkan karakteristiknya. Penelitian ini 
bisa dikategorikan sebagai suatu penelitian eksplanatoris karena berusaha 
menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam suatu gejala atau 
permasalahan.
8
 Dalam penelitian ini peneliti membahas asas-asas hukum, 
sejarah hukum dan perbandingan hukum.
9
 
Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan 
diperlukanadanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu 
yang tentunya bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam 
penulisan ini adalah sebagai berikut :  
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari 
tiga bagian grand methode yaitu library research, ialah karya ilmiah 
yang didasarkan pada literatur atau pustaka; field research, yaitu 
penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan bibliographic 
research, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang 
terkandung dalam teori. 
Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka 
dari tiga jenis grand method yang telah disebutkan, dalam penelitian ini 
akan digunakan metode penelitian library research atau penelitian 
kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut 
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“Legal Research” atau “Legal Research Instruction”.10 Penelitian hukum 
semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (field research) karena 
yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan 
sebagai library based, focusing on reading and analysis of the primary 
and secondary materials.11 
2. Spesifikasi Penelitian  
Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode 
deskriptif analitis, menurut Suharsimi Arikunto: “Deskriptif analitis 
adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 
mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya 
pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga 
merupakan gambaran yang bersifat sistematik, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu 
objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu 
gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan 
itu penuli menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier”.12 
3. Metode Pendekatan  
Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa dan 
mengembangkan permasalahan dalam skripsi adalah metode pendekatan 
yuridis normatif. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 
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sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder 
Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai 
peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris 
digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku 
masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu 
berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakat. 
Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum mengenai 
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in 
action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 
masyarakat. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini maksudnya 
adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara 
memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) . 
 Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis normatif 
adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-
peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan 
yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam 
penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek 
penelitian yang berkaitan dengan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana 








4. Tahap Penelitian  
Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian 
ini adalah Penelitian Kepustakaan, menurut Soerjono Soekanto dan Sri 
Mamudji penelitian kepustakaan yaituPenelitian terhadap data sekunder 
dengan teratur dan sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan bahan 
pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang berisfat edukatif, 
informatif, dan rekreatif kepada masyarakat”.13 
5. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 
teknik studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan menggunakan 
penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan dengan menggunakan data 
sekunder yang terdiri bahan hukum primer,sekunder dan tersier.  
6. Alat Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang dikenal dengan studi 
kepustakaan, pengamatan, wawancara dan daftar pertanyaan. Dalam 
penelitian kepustakaan  berupa bahan-bahan hukum yaitu   
a. Bahan hukum primer,yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 
yang terdiri dari:  
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
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4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan 
hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum 
sekunder, antara lain dari bukubuku yang bersangkutan.  
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi 
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 
artikel yang terdapa dari internet maupun kamus.  
7. Analisis Data  
Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam 
penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya 
akan dianalisis secara kualitatif, yaitudengan cara menyusunnya secara 
sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan 
yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin 
kepastianhukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul 





F. Sistematika Laporan 
Agar mendapatkan suatu gambaran mengenai arah dan ruang 
lingkupnya, maka sistimatika skripsi ini secara garis besarnya sebagai 
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berikkut pada BAB I penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah 
yang terjadi, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penulisan, serta sistematika laporan. Pada BAB II berbicara terkait tinjauan 
Pustaka yang meliputi tindak pidana, pidana dan pemidanaan, pengertian 
anak, pencabulan, serta pertimbangan Hakim. Sedangkan Pada BAB III 
penulis menjelaskan hasil penelitian sekaligus pembahasan yang meliputi 
Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan anak 
terhadap Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tgl dan Pemidanaan terhadap 
pelaku tindak pidana pencabulan anak terhadap Putusan Nomor 
95/Pid.Sus/2019/PN Tgl. Dan pada BAB akhir penulis menguraikan hasil 








A. Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum 
pidana. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan 
“strafbaarfeit” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak 
Pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa 
memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud 
dengan perkataan “strafbaarfeit” tersebut. Istilah tindak pidana merupakan 
terjemahan dari “strafbaarfeit”, pengertian “strafbaarfeit” menurut Vos yang 
dikutip dalam bukunya Bambang Poernomo adalah suatu kelakuan yang pada 
umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
15
 
Adapun beberapa pengertian tindak pidana menurut pakar hukum, 
antara lain:  
1. Menurut Moeljatno, Strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang 
diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
16
  
2. Simons, bahwa strafbaarfeit ialah perbuatan melawan hukum yang 
berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. 
Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas 
yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai). Dari rumus 
tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana 
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(criminal act) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum 
perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (criminalliability) yang 
mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan 
bertanggungjawab.  
3. Hazewinkel-Suringan, strafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang 
pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup 
tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum 




4. Pompe, strafbaarfeit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang , di 
mana penjatuhan hukuman terhadap tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 
 
1. Unsur Tindak Pidana 
Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi 
unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena 
pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak 
pidana. 
Lamintang menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana 
sebagai berikut 
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a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk 
kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya 
dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana 
tindakan–tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.18 
 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
a. Kesengajaan atau ketidak jujuran ( dolus/culpa ); 
b. Maksud atau vornemen pada suatu percobaan atau poging; 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk, misalnya seperti yang 
terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedacthe raad, misalnya 
seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); 
e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam 
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Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 
a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau “keadaan sebagai 
pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam 
kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP); 
c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 




Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh D.Simons , 
ahli hukum dalam pandangan monistis, yang dikutip dalam bukunya 
Soedarto yaitu: 
a. Perbuatan manusia ( positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat 
atau membiarkan ); 
b. Diancam dengan pidana ( strafbaar gesteld); 
 
B. Pidana dan Pemidanaan 
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana 
yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan suatu istilah untuk 
keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala 
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macam sanksi baik perdata, administrative, disiplin dan pidana. Sedangkan 
istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Menurut 
Van Hamel mengatakan bahwa “Arti dari pidana itu adalah straf menurut 
hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, 
yang telah daijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum 
bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah 
melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh Negara.  
Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit berupa 
penghukuman dalam perkara pidana, yang mana kerap kali sinonim dengan 
“pemidanaan” atau “penjatuhan pidana” yang mempunyai arti yang sama 
dengan “sentence” atau “voroordeling”. Istilah pidana merupakan istilah 
yang mempunyai arti lebih khusus, sehingga perlu ada pembatasan yang 
dapat menunjukkan ciri-ciri serta sifat-sifat yang khas.
21
  
Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana 
mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 
2. Pidana itu deberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan 
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Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman.  
Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk 
memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto, 
menyebutkan bahwa: “penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga 
dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumnya (berhaten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak 
hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata”. 23 
Sementara itu menurut M. Sholehuddin “Tujuan pemidanaan harus 
sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada 
perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan 
keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, 
korban, dan pelaku”.24 
M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana 
berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu: 
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1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung 
tinggi harkat dan martabat seseorang. 
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang 
sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia 
mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha 
penanggulangan kejahatan. 
3. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik 




Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang 
biasa diterapkan mulai dari jaman Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda 
sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP yaitu: 
1. Bahwa orang yang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok 
penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari 
kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan 
bagi terpidana juga harus dilakukan dibelakang tembok penjara. 
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk 
kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi. 
 
5. Teori Pemidanaan 
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana 
menurut Antonius Sudirman yaitu: 







a. Teori absolut atau teori pembalasan 
Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang 
telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain 
Immanuel Kant yang mengatakan “Fiat justitia ruat coelom” 
(walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus 
menjalankan pidananya). Teori absolut pembalasan ini terbagi dalam 
dua macam, yaitu: 
Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan 
kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal 
tindakan ini si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang 
merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan 
kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan. 
Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. 
Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus 
mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar 
disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan 
sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.
26
 
b. Teori relative atau teori tujuan 
Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan yang dilakukan tidak 
mutlak harus diikuti dengan suatu pidana atau hukuman. Penganjur 
teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach. Pengertian dalam teori 
tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Kalau dalam teori 
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absolut itu, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka 
teori relative ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu 
dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat agar menjadi 
baik kembali. 
c. Teori gabungan (Verenigings-Theorien) 
Teori ini dipelopori oleh Hugo De Groot beranjak dari 
pemikiran bahwasanya pidana merupakan suatu cara untuk 
memperoleh keadilan absolut, dimana selain bermuatan pembalasan 




Teori gabungan ini adalah teori kombinasi dari teori absolut 
dan relative. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain 
memberikan penderitaan jasmani juga psikologis, yang terpenting 
adalah memberikan pembinaan dan pendidikan. 
 
6. Jenis Pidana 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan 
jenis-jenis pidana dalam Pasal 10, yang mana dibedakan dalam dua bentuk 
pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari 
empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis pidana. 
Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu 
hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam 
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undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana 
tambahan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai 
berikut: 
 
a. Pidana Pokok 
1) Pidana Mati 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan hukuman mati 
selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan ancaman 
hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam 
yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung 




Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur 
dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di 
Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. 
Kelemahan dan keberatan pidana mati ini adalah apabila 
telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk 
perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas 
diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu 
terdapat kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan 
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pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan 
atas kesalahan terpidana.  
Tentang bagaimana pidana mati dilaksanakan, ketentuan 
dalam Pasal 11 KUHP (dijalankan oleh algojo di tempat tiang 
gantungan/digantung) telah ditiadakan, dan diganti dengan cara 
ditembak oleh regu penembak sampai mati, yang pelaksanaannya 




2) Pidana Penjara  
Menurut P.A.F Lamintang, menyatakan bahwa: “Bentuk 
pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga 
pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua 
peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 
pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib 
bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.30  
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka 
secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga 
ikut terbatasi, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam 
kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan 
publik dan lain-lain. 
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3) Pidana Kurungan 
Hal-hal yang diancam pidana kurungan adalah delik yang 
dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. Menurut 
Niniek Suparni, bahwa pidana kurungan adalah “Bentuk-bentuk 
dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari 
pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana 
sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan 
perampasan kemerdekaan seseorang”.31 
4) Pidana Denda 
Pidana denda adalah kewajiban seorang yang telah 
dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk 
membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan 
sesuatu perbuatan yang dapat dipidana.
32
 
5) Pidana Tutupan 
Berlainan dengan pidana penjara, menurut Bambang Waluyo 
pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila (Rancangan 
KUHP)  yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya 
dapat dijatuhi pidana tutupan. Terdakwa yang melakukan tindak 
pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. 
Pengecualian terhadap ketentuan di atas adalah jika cara 
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melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa 
sehingga terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana penjara. 
b. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah 
pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri 
sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-
barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat 
dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan 
hanyalah aksesoris yang mengikut pada pidana pokok. 
Yang termasuk kedalam jenis pidana tambahan adalah sebagai 
berikut: 
1) Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu; Menurut Pasal 35 ayat (1) 
KUHP, hak-hak yang dicabut dalam suatu putusan pengadilan 
adalah: 
a) Hak memegang jabatan pada umumnya, atau jabatan tertentu; 
b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI; 
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri; 
e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian 





f) Hak menajalankan mata pencaharian tertentu.  
 
Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan 
Hakim dapat dijalankan. Dimana Hakim tidak dapat berwenang 
memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan 
khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.
33
 
2) Perampasan barang tertentu 
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu 
terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu 
a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas 
b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatannya yang tidak 
dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat 
juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal 
yang telah ditentukan dalam undang-undang; 
c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah 
yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas 
barang-barang yang telah disita. 
3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim 
Pengumuman tersebut dapat dilakukan melalui surat 
kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui 
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radio yang pembiayaannya dibebankan kepada terpidana. Maksud 
dari putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai unsur 
preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak 
melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud 
yang lain adalah memberitahu kepada masyarakat umum agar 
berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang 
yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban 
dari kejahatan (tindak pidana). 
 
C. Pengertian Anak 
Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu 
perumusan yang dimaksud anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di 
Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai 
pengertian anak, sehingga kadang menimbang kebingungan untuk 
menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan.  
Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia 
yang bersifat pluralism, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan 




Berikut adalah uraian tentang pengertian anak menurut peraturan 
perundang-undangan: 
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1. Dalam KUHP tidak dirumuskan secara jelas tentang pengertian anak 
akan tetapi dalam Pasal 45 dan Pasal 72 yang memuat batasan usia 
maksimal anak adalah 16 tahun untuk pasal ini sudah tidak berlaku lagi 
karena adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak. 
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam 
Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah orang yang dalam 
perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 
mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah 
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 
angka 1 memyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan”. 
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang 
yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 
kawin”.  
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa; “Setiap manusia yang 
berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 








Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia25 pencabulan berasal dari 
kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh, melanggar adat dan susila, 
melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan 
sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.
35
 
Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang 
melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu 
dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba 
anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.
36
  
Perbuatan cabul (ontuchtige hendelingen) adalah segala macam wujud 
perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada 
orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian 
tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus 
atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium 
mulut seseorang dan sebagainya.
37
 
Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang 
pencabulan, yaitu: 
1. yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain 
2. Voyeurism yaitu mencium seseorang dengan bernafsu 
3. Fondling yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang 
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4. Fellato yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.38 
 
Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. 
Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan 
diantaranya perkosaan dan zina. Pengertian dari perkosaan secara umum yaitu 
jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan 
wanita tersebut tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk 
dibunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285 
KUHP. Selain perkosaan, zina juga merupakan golongan dari tindak pidana 
kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zina merupakan perbuatan 
bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh 
hubungan pernikahan (perkawinan) dan perbuatan bersenggama seorang laki-




Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan sendiri diatur 
dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan 
Pasal 296 KUHP, yang mengategorikan pencabulan tersebut sebagai 
kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur 
dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), 
dan Pasal 295 KUHP. 
1. Pasal 289 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan 
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pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan 
dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun” 
2. Pasal 290 KUHP  
Ayat 1 “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak 
berdaya” 
Ayat 2 “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, 
sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu 
belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, 
bahwa orang itu belum masanya buat kawin”. 
Ayat 3 “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang 
diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum 
cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum 
masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada 
dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan 
tiada kawin”. 
3. Pasal 292 KUHP “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul 
dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang 
diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, 
dihukum penjara selama-lamanya lima tahun” 
4. Pasal 293 KUHP “Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau 
perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah 





disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, 
sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat 
kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum 
dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan 
dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara 
selama-lamanya lima tahun”. 
5. Pasal 294 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan 
anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak 
peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang 
dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan 
bujang atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-
lamanya tujuh tahun”. 
6. Pasal 295 KUHP 
Ayat 1 “Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa 
dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan 
cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah 
pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa 
yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan 
kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup 
umur, dengan orang lain”. 
Ayat 2. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang 
siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada ayat 1, 





dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut 
disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa”. 
7. Pasal 296 KUHP “Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya 
yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul 
dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000 (lima belas ribu 
rupiah)”. 
 
Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam 
Pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta 
Pasal 76 E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak yang juga diatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang 
dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan lain-lain. 
1. Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 “Setiap Orang yang 
dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga 






2. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 “Setiap Orang dilarang 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan 
tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.  
3. Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  
Ayat 1 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000.00 (limamiliar rupiah). 
Ayat 2 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga 
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
E. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang 
dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum 
memutus perkara.  
Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat 
dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni “Pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan 





putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, 
keterangan saksi, barangbarang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum 
pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar 
belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama 
terdakwa”.40 
1. Pertimbangan Yuridis 
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa “Hakikat pada 
pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari 
suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai 
dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum putusan hakim”.41  
Dalam praktik pengadilan pada putusan hakim sebelum 
pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan 
menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan 
konklusi komulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan 
barang bukti.  
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi 
kejadian (locus delicti), waktu kejadian (tempus delicti) dan modus 
operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, harus 
diperhatikan akibat langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang 
digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya 
atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
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barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana 
yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah 
dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang 
didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu, majelis 
mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi 
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana 
yang didakwakan harus menguasai aspek teoretik pandangan doktrin, 
yurisprudensi dan posisi kasus yangditangani kemudian secara limitative 
ditetapkan pendiriannya. 
Menurut Lilik Mulyadi setelah diuraikan mengenai unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan 
pertimbangan hakim, antara lain: 
a. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara 
detail, terperinci, dan subtansial terhadap tuntutan pidana dari 
penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. 
b. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara 
selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi 
terdakwa atau penasihat hukum. 
c. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan 
mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum 
dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
42
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Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang 
dapat meringankan dan memberatkan terdakwa selama persidangan 
berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, 
terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah 
dipidana sebelumnya dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat 
meringankan adalah terdkwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap 
baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa 
masih muda dan lain sebagainya. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) 
dikatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan 
ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-
nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, ia harus 
terjun ditengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan 
mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat.  
Achmad Ali mengemukakan bahwa dikalangan praktisi hukum, 
terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya 
sekedar sebagai pranata sebagai pranata hukum belaka, yang penuh 





peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normative, yang dalam 
kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian 
moral dan kajian ilmu hukum (normative).
43
 
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara, antara lain: 
a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat. 
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai 
yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. 
c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan 
korban. 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 




Bismar Siregar mengatakan bahwa “seandainya terjadi dan akan 
terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat 
dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian 
hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan”.45  
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Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-
asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana 
Pencabulan Anak terhadap Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tgl 
1. Pertimbangan Hakim secara Objektif 
a. Unsur- Unsur 
Selama dalam persidangan Penuntut Umum telah 
menghadapkan Terdakwa dimana Terdakwa tersebut didakwa 
dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang 
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 tahun 2006 yentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-
Undang, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :       
1) Setiap Orang; 
2) Melakukan kekrasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan atau mebiarkan dilakukan 
perbuatan cabul; 
 
Terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim juga telah 





Ad. 1 Unsur “Setiap Orang” 
Tindak pidana atau “Stafbaar feit” merupakan suatu 
perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang 
dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada 
pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seorang 
yang ringkas dapat dikatakan bahwa tidak ada hukuman terhadap 
seorang tanpa adanya hal-hal yang secara egas dapat dianggap 
memenuhi syarat atas kedua unsur itu; 
Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” 
identik dengan unsur “barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau 
perilaku tindak pidana yaitu orang(manusia) sebagai subjek hukum 
yang apabila seorang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari 
tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka 
ia bisa disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut; 
Unsur “setiap orang” menurut pasal 1 angka 16 Undang-
Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang 
perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yag dapat 
dimintakan pertanggjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu 
tindakan pidana yang dilakukan. Hal ini berarti bahwa unsur setiap 
orang yang meliputi subjek hukum baik perorangan maupun badab 





undang yang dilakukan seseorang yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban (Toerekening Van Baar Heid), istilah “Setiap 
Orang” mengisyaratkan bahwa subjek sasaran dari  hukum pidana 
adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan 
maupun (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang 
mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuaatan yang 
dilakukannya (die imde fertelijke streking der sigen handeling de 
begryppen). 
Selain hal tersebut diatas Penuntut Umum telah 
menghadapkan Terdakwa yag bernama Sutarjo bin Karya  ke muka 
persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta 
keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang 
dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang 
dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam 
Surat Dakwaan, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan 
terpenuhi secara sah dan meyakinkan. 
Ad.2 Unsur “melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, 
Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan 
Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak 
untuk Melakukan atau membiarkan dilakukan 
Perbuatan Cabul”       
Menurut pendapat Mr. M. H. Tirtamidjaja, kekrasan diartikan 





hebat, sedangkan didalam pasal 89 KUHP memperluas pengertian 
kekerasan sehiingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak 
berdaya lagi. Sedangkan Menurut S. R. Sianturi, S.H dalam bukunya 
yang berjudul “ Tindak pidana di KUHP berikut Uraiannya” 
halaman 63 menjelaskan yang dimaksud kekerasan adalah setiap 
perbuatan yang menggunakan tenaga terhadap orang atau barang 
yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam; 
Sedangkan menurut hal lain seperti pada putusan atau 
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994 tanggal 
28 September 1994 unsur delik berupa kekerasan atau ancaman 
kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa 
kekuatan fisik (lahiriah) melainkan juga kkerasan dalam arti Psikis 
(kejiawaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dawang) 
tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi 
sesuai kehendaknya akhirnya korban menuruti semua kemauan si 
pemaksa tersebut.  
Dengan demikian kekerasan yang dimaksud adalah suatu 
perbuatan yang dilakukan dengan memeprgunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya, dengan 
tangan, menendang, menyepak atau menggunakan segala macam 
senjata, sedangkan meneurut pasal 1 angka 15A Undang-Undang  
Nomor  35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimaksud 





berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 
psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum; 
Adapaun hal lain mengenai pengertian tipu muslihat, itu 
sendiri dapat diartikan dengan serangkaian kebohongan atau 
membujuk, menurut penjelasan pasal 378 KUHP adalah semua 
tipuan yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikir normal 
dapat tertipu. Bahwa rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-
kalimat bohong  yang tersusun sedemikian rupa sehingga 
kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya 
merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan akan benar; 
Sedangkan arti membujuk itu sendiri adalah menanamkan 
pengaruh sedemikan rupa terhadap orang sehingga orang yang 
dipengaruhinya mau berbuat sesuai dengan kehendaknya, padahal 
apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, 
tidak akan melakukan perbuatan itu; 
Dalam hal ini Majelis Hakim telah menjelaskan arti unsur-
unsur tersebut menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai 
berikut: 
- Memaksa yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta, 





- Tipu muslihat, yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur 
(bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk 
menyesatkan, mengakali, mencari untung; 
- Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai 
dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya 
- Membujuk yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud 
hendak memikat hati, menipu dan sebagainya; 
 
Tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seorang 
menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut 
tidak dapat dipenuhi, sedangkan membujuk adalah berusaha 
meyakinkan seorang bahwa yang dikatakannya adalah benar. Dr Arif 
Budijanto dalam bukunya “Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal 
Gangguan Psikoseksual” yang dimaksud dengan perbuatan 
cabul/Pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk 
mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu 
kehormatan kesusilaan; 
R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul yaitu segala 
perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan 
yang keji, semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin. Sedangkan 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan 






S. R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak 
Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 235 perbuatan 
pencabulan adalah perbuatan mencari kenikmatan dengan 
menggunakan/ melalui alat kelamin oleh dua orang atau lebih; 
Adapaun hal yang lain terkait unsur anak sebagaimana bunyi 
dari ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak  jo. Convention on the Rights of the 
Child yang telah diratifikasi dengan keputusaan Presiden Nomor 36 
tahun 1990 adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan; 
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan 
pada hari selasa tanggal 18 Juni 2019 pada pukul 12.00 WIB 
bertempat dibawah jembatan krapyak Sungai Ketiwon Jalan 
Werkudoro Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, 
telah terjadi perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa 
terhadap anak dibawah umur  yaitu pencabulan yang dilakukan oleh 
Terdakwa terhadap anak dibawah umur yaitu anak korban mawar 
dan Melati dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan  dengan cara 
sebagai berikut, ketika anak korban Mawar dan melati sedang asik 
berboncengan dengan menggunakan sepeda lipat di Jalan Nakula 
Kota Tegal tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa dan 





Kemudian dijawab oleh anak korban Melati lagi masak om 
Kemudian Terdakwa melaju mendahului kedua anak korban tersebut 
dan Terdakwa menunggu kedua anak korban melintas di perempatan 
Sd Slerok V Jalan Nakula Kota Tegal. Ketika Kedua anak korban 
melintas dipeempatan tersebut, Terdakwa memanggil kedua anak 
korban dengan kalimat nok sini nok dan kedua anak tersebut 
menghapiri Terdakwa. 
Kemudian Terdakwa membujuk kedua anak korban tersebut 
untuk mau ikut bersama Terdakwa ke Perpil Sungai Ketiwon dengan 
alasan mengambil kardus pesanan mamah mereka dan Terdakwa 
juga menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp 20.000,- jika 
mau ikut dengan Terdakwa ke Perpil Sungai Ketiwon.Bahwa atas 
bujukan dan tipu muslihat dari Terdakwa anak korban Mawar dan 
Melati bersedia ikut dengan Terdakwa dan kedua anak korban 
mengedarai sepeda lipatnya mengikuti Terdakwa yang mengedarai 
becak motornya kearah perpil Sungai Ketiwon. Setelah sampai di 
Sungai Ketiwon Terdakwa mengajak kedua Korban ke arah Teras 
rumah kosong yang ada dipinggir Perpil dan Terdakwa mulai 
berbincang-bincang dengan kedua anak korban tersebut dengan 
bertanya kepada saksi korban mawar dan melati dengan pertanyaan 
kamu siapa nama? Dan di jawab anak korban mawar nama saya 





Setelah selesai berbincang dengan anak korban mawar dan 
melati di Teras rumah kosong, Kemudian Terdakwa mengajak kedua 
anak korban tersebut turun ke bawah jembatan sungai ketiwon dan 
masuk didalam parit kering yang diatasnya ada jembatan krapyak 
terbuat dari bambu. Selanjutnya dibawah jembatan Terdakwa 
menciumu pipi anak mawar dan anak melati yang sedang berdiri 
membelakangi tebing parit secara bergantian dan kemudian Anak 
korban Mawar dan Melati disuruh untuk menjulurkan lidahnya 
kemudan Terdakwa mengecup Lidah kedua anak korban secara 
bergantian. Setelah itu Terdakwa menyuruh kedua anak korban 
untuk membuka celana masing-masing sampai lutut kaki lalu 
Terdakwa membuka Terdakwa membuka celananya dan alamat 
kelamin Terdakwa yang sudah tegang digesek gesek pada vagina 
korban mawar dan korban melati sambil digoyang-goyang secara 
bergantian sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan 
spermanya. Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut vagina 
anak korban dan melati kemerah merahan dan jika terkena air anak 
korban mawar dan melati merasa perih. 
Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, usia 
anak korban mawar masih berusia 8 tahun 2 bulan sebagaimana 
tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 
3376LT080820110005 tertanggal 8 Agusutus 2011 sedangkan anak 





Akta Kelahiran Nomor 6517/2011 tertanggal 2 Agustus 2011 yang 
masing-masing masih duduk di kelas 2 Sekolah Dasar; 
Oleh karenanya hal ini dapat disimpulkan bahwa Majelis 
Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan 
perbuataan yang dikualifikasikan sebagai melakukan Kekerasan atau 
Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, 
Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak untuk 
Melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul dengan 
kedua ini telah pula memenuhi terpenuhi menurut hukum; 
Dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Penuntut 
Umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang- 
Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tetntang 
peribahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak menjadi Undang-Undang maka Terdakwa telah 
terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan 
kepadanya; 
Majelis tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat 
melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi 
penghapus/peniadaan pidana, baik alasan pembenar dari 
pertanggungjawaban pidana, maupun alasan pemaaf dari kesalahan 
yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu berdasarkan pasal 193 
ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah 





dengan pidana Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 
2006 yentang perubahan kedua atasUndang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga terhadap 
Terdakwa haruslah dijatuhi pidana; 
Bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana 
sebagaimana diancam dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang 
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 tahun 2006 yentang perubahan kedua atasUndang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka kepada diri 
Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut 
tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang 
besaranya ditentukan pada amar putusan; 
Pemidanaan merupakan Ultimum remidium atau penyelesaian 
terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan 
menurut Memori Van Toelichting harus diperhatikan keadaan 
objektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga pemidanaan 
tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku 
(rechguterverletzung) tetapi juga merupakan treatment komperhensif 





sadar dan tidak akan mengulangi  perbuatannya kembali  dan juga 
harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka 
tujuan pemidanaan yang prefentif, edukatif, dan korektif, sehingga 
mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan 
harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat  dari kejahatan 
(social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam 
masyarakat, negara, korban dan pelaku atas dasar tujuan tersebut 
maka tujuan pemidanaan harus mengandung unsur unsur yang 
bersifat kemanusiaan dalam arti bahwa pemidaaan tersebut 
menjujung tinggi harkat dan martabat seseorang, edukatif dalam arti 
bahwa pemidaaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas 
perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan ia mempunyai sikap 
jiwa positif dan konstruktif bagi usaha penanggulan kejahatan, 
keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik 
oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat; 
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak secara expressis verbis atau tegas 
menyatakan anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang 
Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya 
melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus 
dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi 





Republik Indinesia tahun 1945 dan konvensi perserikatan Bangsa 
Bangsa tentang Hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan 
bernegara anaka adalah masa depan bangsa dan genereasi penerus 
cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup 
tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas 
perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil 
dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini 
mungkin yakni sejak dini dari janin dalam kandungan sampai anak 
berusia 18 tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsep perlindungan 
anak yang utuh, menyeluruh dan komprehesif. 
Anak-anak korban perkosaan (chield rape) adalah kelompok 
yang paling sulit pulih mereka cenderung akan menderita trauma 
akut. Masa depannya akan hancur dan bagi mereka yang tidak kuat 
menanggung beban maka pilihan satu satunya adalah bunuh diri. 
Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan 
terus menerus menghantui korban, sehingga tidak jarang mereka 




Adapaun meneurut pembelaan Penasihat hukum Terdakwa 
tentang laman berpendapat bahwa penjatuhan pidana dan pidana 
denda yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan 
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mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa penjatuhan pidana 
yang dijatuhkan kepada Terdakwa, akan mempertimbangkan sendiri 
setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika 
dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata mata bukan 
lah untuk pembalasan melainkan bertujuan  untuk mendidik dan 
membina agar Terdakwa  menyadari kesalahannya sehingga 
diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian 
hari sehingga dapat diharapkan menjadi anggota masyarakat yang 
baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang 
memberatkan dann hal yang meringankan yang akan 
dipertimbangkan nanti dan dipidana yang dijatuhkan tersebut akan 
disebutkan dalan amar putusan; 
b. Alat Bukti 
Barang bukti merupakan salah satu unsur yang menentukan 
bahwa benar adanya dengan hal tersebut perkara tindak pidana itu 
benar dilakukan oleh pelaku tindak pidana. 
Sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum 
dipersidangan dalam perkara iniadalah sebagai berikut: 
- 1 (satu) unit becak motor warna biru jok pink / merah muda;       
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah warna kombinasi 
silver dan biru;          
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu; 






Barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan tersebut 
dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, oleh 
karenanya dalam selama persidangan diperoleh fakta barang bukti 
tersebut milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa, Majleis Hakim 
nenetapkan barang bukti tersebut dalam perkara ini dikembalikan 
kepada orang atau mereka dari siapa benda tersebut dilakukan 
penyitaan yaitu kepada Terdakwa, sebagaimana ketentuan pasal 46 
ayat (1) KUHAP. 
2. Pertimbangan Hakim secara Subjektif 
Adapun sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana dan 
beberapa lama yang dipandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, 
dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat 
memberatkan dan meringankan seperti hal berikut ini: 
a. Hal-hal yang memberatkan 
1) Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain 
2) Perbuatan Terdakwa telah mengganggu kenyamanan, 
ketentraman, kemanan, ketertiban masyarakat 
3) Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak yang 
notabene masih dibawah umur 
4) Perbuatan Terdakwa merusak perkembangan psikis anak dan 






b. Hal-hal yang meringankan 
1) Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui segala 
perbuatanya; 
2) Terdakwa belum pernah dihukum 
 
3. Analisis Putusan 
Berbagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Nomor 
Putusan 95/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Tgl, berdasarkan hasil penelitian penulis g 
terkait terhadap perkara dalam tulisan ini, maupun melalui studi 
kepustakaan dari dokumen-dokumen yang telah disajikan di atas, maka 
penulis berpendapat bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan 
putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih 
dulu mempertimbangkan banyak hal. Diantaranya adalah unsur-unsur 
formil dan materiil telah terpenuhi, serta tidak ada keberatan dari 
Terdakwa mengenai dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum 
sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana. Lebih rinci 
lagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dikategorikan atas 
dua pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan 
pertimbangan yang bersifat non yuridis.  
banyak hal. Diantaranya adalah unsur-unsur formil dan materiil 
telah terpenuhi, serta tidak ada keberatan dari Terdakwa mengenai 





terbukti telah melakukan tindak pidana. Lebih rinci lagi pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan dikategorikan atas dua pertimbangan 
yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat 
non yuridis.  
Pertimbangan yang bersifat yuridis berupa dakwaan Jaksa 
penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang 
bukti. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, adapun 
unsur-unsur dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak yang menurut hakim telah sesuai dengan apa yang 
didakwakan oleh jaksa serta harus didasarkan pada fakta.  
Pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa latar belakang 
terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi dari terdakwa, keadaan 
ekonomi dan agama terdakwa.  
Suatu proses keadilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang 
di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (pemidanaan) dan di 
dalam putusan itu majelis hakim menyatakan pendapatnya tentang apa 
yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.  
Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam 
membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
Pengambilan keputusan ini hendaknya majelis hakim dapat melihat 
dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada dengan alat bukti yang 





Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 
tersebut sesuai dengan tuntutan penuntut umum karena melihat semua 
fakta-fakta persidangan terbukti secara sah terdakwa melanggar Pasal 82 
ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, 
hakim juga mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan 
hanya semata-mata untuk memberikan efek jerah kepada terdakwa, akan 
tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan 
hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.  
Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada 
Terdakwa SUTARJO BIN KARYA selama 8 (DELAPAN) tahun dan 
denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subs 6 (enam) 
bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 
Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 82 
ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena sanksi 
yang dijatuhkan sudah mengikuti ketentuan pasal tersebut. Karena semua 
unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka kami 
selaku hakim memutuskan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.  
Kami juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan 





alasan pemaaf, dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus 
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.  
Pidana yang dijatuhkan yaitu selama 8 (delapan) tahun dan denda 
sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan 
kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan juga telah 
sesuaidengan ketentuan pada pasal 82 ayat (1) sehingga sudah benar 
hukuman yang kami jatuhkan.  
Dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa penuntut 
umum telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa 
terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 
Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Maka penulis berpendapat bahwa pada perkara Nomor 
95/Pid.Sus/2019/PN TGL telah mengandung unsur-unsur tindak pidana 
pada Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sah 
menurut hukum, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan 
kesalahannya.  
Selain itu, penulis juga berpendapat tentang pertimbangan hukum 
hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara Nomor 
95/Pid.Sus/2019/PN TGL sudah tepat jika dilihat dari hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yang mana 





baik kepada korban maupun kepada keluarga korban, seperti trauma dan 
rasa malu, yang kemudian dihubungkan dengan dakwaan Penuntut 
Umum. Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan 
menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pencabulan yaitu hakim 
yang memeriksa dan memutuskannperkara sebelum menjatuhkan pidana 
telah mendengarkan saksi-saksi dan menyesuaikan keterangan saksi-
saksi satu sama lain sehingga dapat menyimpulkan suatu hukum atau 
peristiwa hukum sebagiamana terjadi.  
Putusan hakim yang berkualitas didasarkan dengan pertimbangan 
hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-
undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi 
eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara 
profesional kepada publik. Hal-hal yang meringankan terdakwa dalam 
perkara ini bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dalam memalukan 
perbuatan tersebut dan belum pernahnya terdakwa dihukum. Maka dari 
beberapa hal inilah hakim dapat memperoleh fakta-fakta, yang 
selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar hukum Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan putusan. Dengan pemberian hukuman penjara oleh hakim, 
maka diharapkan dan dimungkinkan terdakwa tidak mengulangi lagi 







B. Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak terhadap 
Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tgl 
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Pada dakwaan dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap 
anak pada putusan nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tgl, yang mana Terdakwa 
memiliki Nama Lengkap Sutarjo Bin Karya, Tempat dan tangal lahir 
Tegal, 15 November 1967 (51 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama 
Islam, Alamat Desa Rancawiru Rt 004/005, Kecamatan Pangkah, 
Kabupaten Tegal, Pekerjaan Tukang Becak oleh jaksa didakwa 
menggunakan dakwaan tunggal sebagai berikut : 
pada hari selasa tanggal 18 Juni 2019 pada pukul 12.00WIB 
bertempat dibawah jembatan krapyak Sungai Ketiwon Jalan Werkudoro 
Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, telah terjadi 
perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak 
dibawah umur  yaitu pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 
anak dibawah umur yaitu anak korban mawar dan Melati dan perbuatan 
Terdakwa tersebut dilakukan  dengan cara sebagai berikut, ketika anak 
korban Mawar dan melati sedang asik berboncengan dengan 
menggunakan sepeda lipat di Jalan Nakula Kota Tegal tiba-tiba dari arah 
belakang datang Terdakwa dan menyapa kedua anak korban dengan 
kalimat Mamahmu lagi apa? Kemudian dijawab oleh anak korban Melati 
lagi masak om Kemudian Terdakwa melaju mendahului kedua anak 





perempatan Sd Slerok V Jalan Nakula Kota Tegal. Ketika Kedua anak 
korban melintas dipeempatan tersebut, Terdakwa memanggil kedua anak 
korban dengan kalimat nok sini nok dan kedua anak tersebut menghapiri 
Terdakwa; 
Kemudian Terdakwa membujuk kedua anak korban tersebut 
untuk mau ikut bersama Terdakwa ke Perpil Sungai Ketiwon dengan 
alasan mengambil kardus pesanan mamah mereka dan Terdakwa juga 
menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp 20.000,- jika mau ikut 
dengan Terdakwa ke Perpil Sungai Ketiwon.Bahwa atas bujukan dan tipu 
muslihat dari Terdakwa anak korban Mawar dan Melati bersedia ikut 
dengan Terdakwa dan kedua anak korban mengedarai sepeda lipatnya 
mengikuti Terdakwa yang mengedarai becak motornya kearah perpil 
Sungai Ketiwon. Setelah sampai di Sungai Ketiwon Terdakwa mengajak 
kedua Korban ke arah Teras rumah kosong yang ada dipinggir Perpil dan 
Terdakwa mulai berbincang-bincang dengan kedua anak korban tersebut 
dengan bertanya kepada saksi korban mawar dan melati dengan 
pertanyaan kamu siapa nama? Dan di jawab anak korban mawar nama 
saya mawar dan ini teman saya namanaya melati. 
Setelah selesai berbincang dengan anak korban mawar dan melati 
di Teras rumah kosong, Kemudian Terdakwa mengajak kedua anak 
korban tersebut turun ke bawah jembatan sungai ketiwon dan masuk 
didalam parit kering yang diatasnya ada jembatan krapyak terbuat dari 





mawar dan anak melati yang sedang berdiri membelakangi tebing parit 
secara bergantian dan kemudian Anak korban Mawar dan Melati disuruh 
untuk menjulurkan lidahnya kemudan Terdakwa mengecup Lidah kedua 
anak korban secara bergantian. Setelah itu Terdakwa menyuruh kedua 
anak korban untuk membuka celana masing-masing sampai lutut kaki 
lalu Terdakwa membuka Terdakwa membuka celananya dan alamat 
kelamin Terdakwa yang sudah tegang digesek gesek pada vagina korban 
mawar dan korban melati sambil digoyang-goyang secara bergantian 
sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya. Bahwa 
akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut vagina anak korban dan melati 
kemerah merahan dan jika terkena air anak korban mawar dan melati 
merasa perih. 
Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, usia anak korban 
mawar adalah 8 tahun 2 bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 
Nomoe 3376LT080820110005 tertanggal 8 Agusutus 2011 sedangkan 
anak korban Melati saat kejadian itu 8 tahun 1 bulan sebagaimana 
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6517/2011 tertanggal 2 Agustus 2011 
yang masing-masing masih duduk di kelas 2 Sekolah Dasar; 
Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa melanggar  Pasal 82 
ayat (1) jo Pasal 76E Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 
tahun 2016 tetntang peribahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 






2. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut 
1. Menyatakan Terdakwa Sutarjo bin Karya telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perlindungan 
anak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan 
atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana 
dalam pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang- Undang Republik 
Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tetntang peribahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak 
menjadi Undang-Undang; 
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa Sutarjo bin Karya dengan 
Pidana penjara 8 tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan 
dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda 
sebesar Rp 100.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan 
3. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) unit becak motor warna biru jok pink / merah muda;       
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah warna kombinasi 
silver dan biru;          
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu; 
- 1 (satu) peci rajut warna hitam coklat ; 
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 
5.000,- (lima ribu rupiah) 





3. Amar Putusan  
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan Terdakwa SUTARJO Bin KARYA telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk 
Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul” sebagaimana dakwaan 
tunggal Penuntut Umum; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTARJO Bin KARYA 
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 
(enam) bulan; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;        
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan ;  
5. Menyatakan Barang Bukti berupa : 
- 1 (satu) unit becak motor warna biru jok pink / merah muda;       
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah warna kombinasi 
silver dan biru;          
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu; 
- 1 (satu) peci rajut warna hitam coklat ;                           
Dikembalikan kepada Terdakwa 
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 





4. Analisis Penulis 
Berdasarkan kasus posisi sebagaimana telah di uraikan di atas, 
yang mana terdakwa Sutarjo bin Karya didakwa telah melaukan tindak 
pidana pencabulan terhadap anak yaitu Mawar dan Melati. Jaksa 
menggunakan dakwaan tunggal yaitu dakwaan ini hanya satu tindak 
pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk 
mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.  
Dalam kasus ini, dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki 
sifat dan hakekat dan suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara 
cermat, jelas dan lengkap, baik mengenai identitas terdakwa maupun urai 
dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu 
dan tanggal perbuataannya serta tempat perbuatan itu berlangsung, 
sehingga dengan demikian maka menurut penulis dakwaan tersebut 
secara formil telah memenuhi persyaratan.  
Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat 
bahwa pertanggungjawaban pada perkara ini yakni diterapkan ketentuan 
dalam pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang- Undang Republik 
Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tetntang peribahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi 
Undang-Undang. 
Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat 
bahwa pertanggungjawaban pada perkara ini yakni diterapkan ketentuan 





tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak telah sesuai.  
Kemudian yang dimaksud pada pasal 76E yaitu berbunyi: “Setiap 
Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, 
atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul.” 
Sehingga mengenai penerapan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU 
No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam 
persidangan, maka unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:  
a. Setiap Orang;  
b. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk Anak;  
c. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;  
 
Sebelum menjelaskan uraian unsur-unsur yang terbukti dalam 
persidangan, terlebih dahulu pembuktian dalam persidangan 
menggunakan alat bukti yang diajukan oleh jaksa, yaitu berdasarkan 
Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa 






a. Keterangan Saksi-Saksi;  
Keterangan saksi dalam kasus ini adalah alat bukti yang 
berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa tindak pidana 
pencabulan terhadap anak yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan 
ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 
Dalam kasus ini saksi-saksi yang diajukan enam termasuk Melati 
dan Mawar yang juga sebagai korban. 
b. Petunjuk;  
Petunjuk dapat diperoleh hanya dengan cara mengolah alat 
bukti yang berupa Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan 
Terdakwa melalui kegiatan penyelidikan dan atau olah TKP dengan 
memperhatikan korelasi bukti segitiga antara saksi, pelaku, barang 
bukti.  
Dalam perkara ini jaksa mengajukan barang bukti serta alat 
bukti lain berupa keterangan saksi, dan terdakwa sehingga dari 
adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan dikuatkan 
dengan barang bukti maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 jo. 184 
ayat (1) dan (2) KUHAP sehingga diperoleh petunjuk bahwa 
terdakwa telah melakukan tindak pidana. 
c. Keterangan terdakwa;  
Keterangan Tersangka adalah, apa yang terdakwa nyatakan 
dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, 





keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam sidang pengadilan 
tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri tidak cukup untuk 
membuktikan kesalahannya. Terdakwa dalam perkara ini yaitu 
Sutarjo Bin Karya. Adapun barang bukti yang digunakan dalam 
kasus ini antara lain :  
- 1 (satu) unit becak motor warna biru jok pink / merah muda;       
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berkerah warna kombinasi 
silver dan biru;          
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu; 
- 1 (satu) peci rajut warna hitam coklat ; 
 
Dari unsur-unsur di atas maka penulis dapat menguraikan sebagai 
berikut:  
Setiap Orang  
Unsur “Setiap Orang” adalah menunjukkan bahwa siapa pelaku 
sebenarnya dari adanya perbuatan pidana atau setidak-tidaknya mengenai 
siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dan 
orang yang  
diajukan ke depan persidangan adalah benar orang yang didakwa 
oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana (strafbaar feit), 
dan orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk 





terjadinya Error In Persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke 
muka persidangan.  
Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama 
Sutarjo bin Karya yang identitasnya sebagaimana telah termuat dengan 
lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dari identitas 
tersebut dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan dengan Terdakwa, 
dan dari keseluruhan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa. 
Oleh karenanya Terdakwalah yang diduga telah melakukan tindak pidana 
yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dan akan dimintai 
pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karenanya 
menurut penulis berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur 
“Setiap Orang” telah terpenuhi.  
 
Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk Anak 
Dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi perdebatan 
dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorie 
vantoelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata 
dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga kita hanya berpedoman dari 
adanya perbedaan antara dolus dan culpa dimana delik-delik culpa 
perbuatan dilakukan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan 





Mahkamah Agung dari berbagai yurisprudensinya memberikan 
batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut 
formil maupun materiil, sehingga “dengan sengaja” atau kesengajaan 
dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk 
melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak 
mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang 
dikehendaki.  
Dalam berbagai doktrin ilmu hukum, kata sengaja atau 
kesengajaan dapat ditinjau dari dua teori yaitu teori kehendak dan teori 
pengetahuan menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam 
perwujudan dapat berbentuk kehendak untuk melakukan perbuatan yang 
disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. 
Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur 
sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh 
pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan 
tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan diakukannya 
perbuatan tersebut.  
Sedangkan dalam Teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk 
melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki 
akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya 
patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuatnya atau dilakukannya 
itu dapat menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari 





Sengaja atau kesengajaan bisa dikaitkan dengan unsur opzet 
(kehendak) yang bisa dibedakan dalam kehendak sebagai kesengajaan 
(dolus) dan kehendak sebagai kealpaan (culpa). 
Kemudian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana jika salah 
satu perbuatan tersebut telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya 
telah dianggap memenuhi unsur tersebut.  
Yang dimaksud dengan Anak, berdasarkan pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang No. 23 tahun 2013 Tentang Perlindungan anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan.  
Di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dan 
keterangan Terdakwa, dimana ditemukan fakta bahwa korban Melati dan 
Mawar berdasarkan akte kelahirannya lahir pada tanggal 20 Agustus 
2004 masih berusia sekitar delapan tahun dua bulan dan delapan tahun 
satu bulan dan masih bersekolah di SD  
Terdakwa dalam memberi keterangan menyatakan bahwa 
Terdakwa tidak melakukan dengan ancaman kekerasan terhadap korban. 
Akan tetapi, ancaman bukan hanya berupa kata-kata, akan tetapi juga 
merupakan sikap tubuh dari Terdakwa sehingga keberadaan terdakwa 





menurut penulis unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat 
terpenuhi. 
 
Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul 
Kata “Cabul” menurut R. Soesilo dalam penjelasan pasal 289 
KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan / kesopanan 
atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi 
kelamin seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-
raba buah dada, dan sebagainya termasuk pula perbuatan memasukkan 
kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan namun tidak sampai 
terjadi keluar sperma sebagaimana layaknya hubungan suami istri untuk 
mendapatkan anak;  
Unsur dari pasal ini juga bersifat alternatif dimana jika salah satu 
perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan - perbuatan yang 
lain telah dianggap memenuhi rumusan dari unsur tersebut. Sehingga 
perbuatan Terdakwa yang menyuruh menjulurkan lidah dan menciumnya 
serta menggesakan kemaluannya pada vagina kedua korbanmaka telah 
memenuhu unsur dari pasal ini. 
Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk 
menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka 
dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau 
tidak. Dalam kasus pencabulan ini telah memenuhi tiga unsur dari 





kemampuan Sutarjo bin Karya (terdakwa) dapat bertanggung jawab. 
Berdasarkan perbuatan terdakwa dalam hal ini, terdakwa dikatakan sehat 
atau dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya dan mampu 
bertanggungjawab karena ia mampu menilai dengan pikiran dan 
perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki 
oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan 
perasaan tersebut.  
Sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. 
Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki dan 
diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus 
dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang 
diperbuat. Sengaja sebagaimana dimaksud adalah apabila pembuat 
menghendaki akibat perbuatannya. Kesengajaan Terdakwa yaitu 
mengetahui kemungkinan adanya atau akibat keadaan yang merupakan 
delik, dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan 
antara lain menganggap korbannya yang hanya anak kecil. Sikap 
terhadap kemungkinan itu andai kata timbul, dapat disetujui atau berani 
menanggung resikonya, dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di 
sekitar perbuatan dan tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat 
yang tidak diinginkan.  
Kemudian tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa dikarenakan 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat melawan hukum dan 





dilakukan oleh pelaku tindak pidana telah sesuai karena unsur 
perbuatannya terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) Jo, Pasal 76E UU No.35 
Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan anak.”  
Dengan pernyataan dari hakim kemudian mengenai kasus pada 
putusan ini, dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 
yang telah diuraikan diatas Pasal 82 ayat (1) Jo, Pasal 76E UU Nomor. 
35 Tahun 2014 Atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak maka telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa 
Sutarjo bin Karya benar telah melakukan pencabulan terhadap korban 
Mawar dan Melati. 
Dengan demikian, berdasarkan pembahasan penulis diatas maka 
dapat dilihat dan disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana 
terhadap pelaku tindak pidana pada Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN 









KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 
berikut:  
1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi 
pidana terhadap terdakwa Sutarjo bin Karya dalam perkara ini 
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan 
memperhatikan faktor yuridis dan non yuridis berupa fakta-fakta hukum 
seperti keterangan dari saksi-saksi, berdasarkan keterangan terdakwa di 
persidangan dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan 
meringankan terdakwa. Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa 
terhadap perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur dalam dakwaan 
tunggal Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 atas 
Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana 
perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana pencabulan 
terhadap anak 
2. Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencabulan dengan ancaman 
kekerasan terhadap anak dalam putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tgl 
yaitu menggunakan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 





 Anak. Penerapan pasal tersebut telah sesuai karena unsur-unsur tindak 
pidana dalam pasal terbukti telah terpenuhi. Karena perbuatan terdakwa 
memenuhi unsur melakukan perbuatan cabul kepada korban yang 
dilakukan dengan kekerasan terhadap korban yang berstatus anak.  
 
B. Saran 
Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai 
berikut:  
1. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik Kesusilaan dalam hal ini 
anak sebagai korban pencabulan senantiasa diterapkan secara efektif 
dengan pengawasan dari segenap aparatur penegak hukum disertai 
anggota masyarakat dengan berbagai macam usaha dan ikut bertanggung 
jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan 
anak. 
2. Orang tua harus memberikan lebih banyak perhatian begitupun dengan 
pengawasan kepada anak-anaknya agar anak tidak lagi terjerumus dalam 
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